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Abstract

The assets and liabilities of the acquiree and the acquirer are combined because of the business merger. The
value of goodwill will be recognised if there is a discrepancy between the entire investment value and the value of
assets and liabilities recognised or equity eliminated. Financial Accounting Standards No. 22 of 2014 solely considers
the fair value of the net assets purchased for determining goodwill. This study aims to define the amount of goodwill
determined using the two-column approach in PSAK 22 2014 when considering the income tax aspect of a business
combination because, by the tax law, a business combination is an object of income tax. This study is qualitative and
descriptive and relies on doing literature reviews about the computation of goodwill. From the discussion's findings,
it can be inferred that the acquirer would recognise more tax debt when assets and liabilities are combined, increasing
goodwill. The calculation of goodwill is counted as a sum of consideration provided, prior ownership, non-controlling
interests, taxes due and deducted by net assets. Theoretically, the result is that the amount of goodwill recognised and
recorded will increase proportionately to the amount of tax debt recognised when assets and liabilities are combined.
The amount of tax that the acquirer must realise is implied managerially to be proportionate to the net assets that the
acquirer has acquired.

Keywords: benefits provided, previous ownership, non-controlling interests, tax liability, and net assets.

Abstrak

Aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi dan pihak pengakuisisi digabungkan karena penggabungan bisnis. Nilai
goodwill akan diakui jika terdapat perbedaan antara seluruh nilai investasi dengan nilai aset dan liabilitas yang diakui,
atau ekuitas dihilangkan. Standar Akuntansi Keuangan No. 22 Tahun 2014 hanya mempertimbangkan nilai wajar aset
bersih yang dibeli untuk menentukan goodwill. Tujuan penelitian ini adalah menentukan besarnya goodwill dengan
menggunakan pendekatan dua kolom pada PSAK 22 2014 dengan mempertimbangkan aspek pajak penghasilan suatu
kombinasi bisnis yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Metode yang digunakan merupakan metode
kualitatif deskriptif berdasarkan studi pustaka yang terkait dengan perhitungan goodwill. Dari temuan diskusi, dapat
disimpulkan bahwa pihak pengakuisisi akan mengakui lebih banyak utang pajak ketika aset dan liabilitas digabungkan,
sehingga meningkatkan goodwill. Perhitungan goodwill ketika memperhitungkan komponen pajak penghasilan
merupakan penggabungan dari imbalan yang diberikan, kepemilikan sebelumnya, kepentingan non-pengendali dan
juga pajak yang harus dibayar dikurangi dengan aset bersih. Secara teoritis, jumlah goodwill yang diakui dan dicatat
akan meningkat sebanding dengan jumlah utang pajak yang diakui pada saat aset dan liabilitas digabungkan. Besarnya
pajak yang harus direalisasikan oleh pihak pengakuisisi secara manajerial disiratkan agar sebanding dengan kekayaan
bersih yang diperoleh pihak pengakuisisi.

Kata kunci: imbalan yang diberikan, kepemilikan sebelumnya, kepentingan non pengendali, utang pajak, aset bersih.

1. Pendahuluan

Goodwill merupakan selisih dari imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali dan aset
teridentifikasi bersih diperoleh (IAl, 2014). Goodwill merupakan representasi dari manfaat
ekonomi masa depan yang timbul, misalnya dari sinergi yang diharapkan atau aset yang diperoleh
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yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Goodwill memang tidak
diperhatikan secara khusus oleh investor karena biasanya hanya berfokus pada return, namun
goodwill bisa menjadi peringatan bagi portfolio karena menandakan pembayaran berlebihan,
pengeluaran yang sembrono, dan potensi untuk merusak kinerja jika terjadi penurunan nilai. Di
lain sisi, goodwill justru memberikan sinyal positif karena pengakuisisi rela membeli dengan
premium untuk tujuan kusus, yang salah satunya adalah untuk mengembangkan perusahaan yang
diakusisi.

Goodwill muncul dari adanya suatu kombinasi bisnis. Dalam akuntansi, dikenal salah satu
prinsip utama yaitu going concern yang ditafsirkan bahwa perusahaan akan tetap hidup dan
beroperasi sampai batas waktu yang tidak terbatas. Going concern pun diartikan sebagai
kemampuan perusahaan untuk memastikan potensi keberadaannya di masa yang akan datang
(Setyanida & Srimindarti, 2021). Dalam rangka pengembangan usaha ini, perusahaan dapat
melakukan ekspansi bisnis melalui alternatif pengembangan internal (internal business expansion)
atau pengembangan eksternal (external business expansion). Pengembangan internal (internal
business expansion) yaitu pengembangan yang berasal dari dalam perusahan itu sendiri. Sedangkan
pengembangan eksternal (external business expansion) yaitu pengembangan yang berasal dari luar
perusahaan.

Istilah penggabungan usaha dan akuisisi lebih dikenal dalam PSAK 22 (revisi 2010)
menggantikan PSAK sebelumnya yang mengenal istilah pengembangan eksternal. Penggabungan
usaha merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas
ekonomi (IAl, 2014). Satu perusahaan menyatu dengan perusahaan atau mempunyai kendali atas
aset dan operasi perusahaan lain. Sedangkan akuisisi, pengakuisisi memperoleh kendali atas aset
neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi. Sebagai imbalan pengakuisisi memberikan aset
tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Perusahaan akan mengakui aset
yang diperoleh dalam kombinasi bisnis pada nilai wajar, sama halnya dengan akuisisi aset yang
memiliki objek pajak, akan menyesuaikan aset tersebut ke nilai wajarnya (Lynch et al., 2019)

Istilah penggabungan usaha sudah tidak dipakai lagi pada PSAK 22 2014 diganti menjadi
kombinasi bisnis yang di dalamnya sudah mencakup pengertian penggabungan usaha dan akuisisi
saham. Kombinasi bisnis merupakan suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi
memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis (IAl, 2014). Satu atau lebih perusahaan
menyatu dengan perusahaan lain yaitu perusahaan yang diakuisisi sedangkan satu perusahaan
memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain yang disebut dengan pengakuisisi.
Akuisisi melibatkan pembelian perusahaan lain yang dapat memberikan manfaat strategis, seperti
akses ke teknologi baru, peningkatan pangsa pasar, atau ekspansi ke segmen pasar baru. Melalui
akuisisi, perusahaan dapat mempercepat pertumbuhan dengan mengambil alih sumber daya dan
kapabilitas yang sudah ada, serta memperluas portofolio bisnisnya (Duarte & Barros, 2018).
Namun, akuisisi juga membawa risiko yang harus dikelola dengan baik, seperti integrasi yang
kompleks dan kesulitan dalam mencapai sinergi yang diharapkan (Susanto, 2019).

Kendali atas aset dan operasi perusahaan lain dapat diperoleh melalui akuisisi aset dan
liabilitas atau akuisisi saham. Akuisisi aset dan liabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk merger
atau konsolidasi (Belz et al., 2016). Akuisisi merger merupakan penyatuan aset dan liabilitas
dengan salah satu dari perusahaan yang bergabung bertindak sebagai pengakuisisi sedangkan yang
lainnya sebagai pihak yang diakuisisi. Satu dari entitas yang merger bertahan untuk mengambil
alih seluruh aset dan liabilitas perusahaan lainnya bertindak sebagai perusahaan pengakuisisi,
sedangkan yang diakuisisi akan lebur. Konsolidasi membentuk entitas baru untuk mengambil alih
seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Perusahaan yang baru dibentuk bertindak
sebagai pengakuisisi dengan melakukan peleburan semua perusahan yang bergabung dan semua
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perusahaan yang bergabung bertindak sebagai yang diakuisisi. Akuisisi saham (stock acquisition),
suatu perusahaan pengakusisi saham memiliki hak suara dari perusahaan lain. Sedangkan kedua
entitas tetap sebagai perusahaan yang terpisah.

Perusahaan yang memiliki hak untuk mengendalikan pihak lain disebut entitas induk atau
perusahaan induk, dan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk disebut sebagai entitas
anak atau perusahaan anak (Martani et al., 2016). Konsolidasi diperlukan apabila sebuah
perusahaan mempunyai kepemilikan saham saham beredar atas perusahaan lain yang lebih banyak.
Dimana laporan keuangan konsolidasian perlu dibuat oleh perusahaan induk ataupun perusahaan
dengan mayoritas kendali tertinggi dalam suatu kombinasi bisnis. Teori yang dapat dilakukan
untuk konsolidasi adalah teori entitas dan teori perusahaan induk meskipun masih terdapat
kerancuan pada penerapannya (Azalia, 2023). Teori entitas (entity theory) merupakan konsep yang
memandang entitas dan pemilik modal sebagai unit terpisah. Konsep ini mendasari pengelolaan
“stewardship” dan pertanggungjawaban “accountability” pada suatu organisasi atau bisnis yang
mengedepankan keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha untuk menjaga hubungan
yang baik dengan para pemegang ekuitas (Aulia & Hamdani, 2020). Sedangkan teori induk (parent
theory) menganggap konsolidasi sebagai perpanjangan entitas induk.

Perbedaan pengakuan dari kedua teori tersebut terdapat pada pengakuan nilai wajar (fair value)
dari aset dan liabilitas teridentifikasi pada saat akuisisi, penyajian pihak non pengendali/non
controlling interest dan goodwill yang timbul dari konsolidasi. Pengakuan nilai wajar (fair value)
dari aset dan liabilitas teridentifikasi pada saat akuisisi untuk teori entitas (entity teory) diakui
penuh, mencerminkan hak untuk Induk dan Non Pengendali sedangkan teori induk (parent theory)
hanya diakui sebesar hak Induk. Penyajian pihak non pengendali/non controlling interest teori
entitas (entity teory) sebagai bagian dari Ekuitas, sedangkan teori induk (parent theory) tidak
sebagai equity atau utang, disajikan sebelum ekuitas setelah kewajiban. Nilai untuk teori entitas
(entity teory) goodwill merupakan aset entitas yang diakui penuh pada tanggal akuisisi, sedangkan
teori induk (parent theory) Goodwill hanya milik induk.

Teori yang menjadi dasar pencatatan pada PSAK 22 2014 ini sepenuhnya menganut entity
theory. Salah satu prosedur pencatatan akuntansi apabila ada dua atau lebih badan usaha yang
diselenggarakan bersama atau di gabung adalah dengan metode penyatuan kepentingan (polling of
interest). Apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu pooling of interest maka
badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik
dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk perusahaan dengan satu atau
beberapa anak perusahaan (Mangoting, 1999). Metode yang digunakan dalam akuntansi kombinasi
bisnis dalam PSAK 22 2014, menggunakan metode akuisisi dan metode penyatuan kepentingan,
sedangkan sebelumnya menggunakan metode pembelian dan penyatuan kepentingan. Secara
umum ada tiga metode pencatatan pada saat akuisisi yaitu metode pembelian, metode akuisisi dan
metode penyatuan kepentingan. Pada metode pembelian dan akuisisi apabila terjadi perbedaan nilai
perolehan dengan nilai aset bersih yang diakuisisi berpotensi timbul goodwill. Sedangkan pada
metode penyatuan kepentingan tidak ada potensi goodwill yang timbul karena dasar pencatatannya
adalah nilai buku (PMK, 2017).

Aspek Perpajakan yang belum diperhitungkan pada PSAK 22 berdasarkan (UU, 2021) tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 111 Pasal 4 Ayat 1 huruf d bagian 3 menyebutkan bahwa
yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk salah satu di dalamnya adalah
keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi
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dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan UU (1994) pasal 4 ayat 1 huruf d angka 1,
pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha merupakan obyek pajak dengan dasar pengenaan pajak
yaitu harga pasar (market price) kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan.

Apabila perusahaan menggunakan metode pencatatan pooling of interest maka tidak akan ada
obyek pajak, hal ini akan berbeda apabila menggunakan metode pembelian (by purchases) dan
metode akuisisi (acquisition) yang berdasarkan pada nilai pasar atau nilai wajar sehingga
memungkinkan adanya objek pajak atas selisih lebih nilai pasar di atas nilai buku. Dalam hal
akuisisi saham, tidak ada pencatatan pengalihan aset, sehingga selisih nilai wajar dengan nilai buku
hanya untuk konsolidasi saja. Hal ini mengakibatkan pengakuan utang pajak tangguhan dan
menambah komponen dalam penentuan goodwill. Adanya kombinasi bisnis, akan terbentuk
konsorsium dari aspek keuangan, operasional, legal dan perpajakan (Rytami & Mutumanikam,
2021). Pajak diangap sebagai salah satu komponen dalam merger dan akuisi yang mampu
menciptakan nilai (Chow et al., 2014; Erickson & Wang, 2007).

Penelitian terdahulu terkait hubungan antara goodwill dan pajak penghasilan telah dilakukan
oleh beberapa peneliti. Nilai wajar untuk memperhitungkan aset saat adanya transaksi akuisisi yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk pajak perusahaan hanyalah nilai wajar yang menggunakan
observable market prices (Erickson & Wang, 2007). Penggunaan nilai wajar untuk tujuan
perpajakan tergantung dari sifat dan karakteristik substansial dari aset yang dimiliki perusahaan,
serta dari sisi perpajakan harus memenuhi perhitungan khusus dikarenakan berbeda dengan aturan
akuntansi (Martins et al., 2022). Perbedaan aturan antara perpajakan dan akuntansi menyebabkan
bahwa perhitungan goodwill dengan memperhitungkan pajak penghasilan menjadi isu yang
menarik untuk ditelusuri. Dalam hal pengakuan biaya sebagai deductible expenses, terdapat
perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak dimana salah satu diantaranya adalah kerugian
penuruan nilai dan amortisasi (Aldeia, 2021).

Dari latar belakang dan penelitian terdahulu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah,
bagaimana dampak perhitungan pajak penghasilan pada kombinasi bisnis terhadap goodwill
perusahaan dengan menggunakan pendekatan dua kolom pada PSAK 22 2014. Berdasarkan latar
belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini yaitu
untuk penentuan goodwill menggunakan pendekatan dua kolom dengan memperhitungkan dampak
pajak penghasilan terhadap goodwill tersebut sesuai dengan PSAK 22 2014.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi
kepustakaan merupakan pendekatan dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang
relevan dengan judul yang diteliti (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan untuk keperlukan
penelitian melalui studi literatur dari sumber yang relevan berupa standar akuntansi keuangan,
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsep goodwill yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari biaya transaksi, imbalan yang
diberikan, kepemilikan sebelumnya, kepentingan non pengendali, utang pajak dan aset bersih.
Konsep goodwill yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Beams, 2000; Drebin, 2005; Jati,
2004; Martani et al., 2016) adalah sebagai berikut:

1. Biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi
bisnis seperti biaya makelar, biaya administrasi umum, biaya pemeliharaan departemen akuisi
internal, dan juga biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Biaya ini
dicatat oleh pihak pengakuisisi sebagai beban pada periode terjadinya kecuali biaya penerbitan
efek utang dan ekuitas diakui sesuai PSAK 55. Biaya ini merupakan elemen yang dikeluarkan
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walaupun terkait dengan proses akuisi dikarenakan sudah dibebankan pada periode terjadinya
atau diakui sesuai PSAK terkait.

2. Imbalan yang diberikan merupakan jumlah seluruh aset yang dialihkan pengakuisisi, liabilitas
yang diakui pengakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi
berdasarkan nilai wajarnya.

3. Kepemilikan sebelumnya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang
sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi

4. Utang pajak adalah pajak penghasilan yang diakui dari selisih lebih nilai wajar diatas nilai buku
atas aset bersih yang dialihkan dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang
diambil-alih pada tanggal akuisisi.

5. Goodwill merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, kepentingan
nonpengendali pada pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki
dengan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi
berdasarkan nilai wajar.

6. Aset bersih adalah total aset dikurangi dengan total kewajiban.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Perhitungan Goodwill pada Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis merupakan penyatuan dua perusahaan atau lebih baik yang dilakukan
melalui pengambil-alihan aset dan liabilitas maupun akuisisi saham (1Al, 2014). Jika imbalan yang
diberikan oleh pengakuisisi jumlahnya berbeda dengan jumlah aset diidentifikasi dan liabilitas
diambil-alih entitas yang diakuisisi akan terjadi selisih yang harus diakui dan dicatat dan diakui
oleh pihak pengakuisisi. Selisih lebih jumlah imbalan yang diberikan oleh pengakuisisi diatas
jumlah aset diidentifikasi dan liabilitas diambil-alih entitas yang diakuisisi merupakan goodwill
positif (goodwill) (Jati, 2004). Sedangkan selisih kurang jumlah imbalan yang diberikan oleh
pengakuisisi dibawah jumlah aset diidentifikasi dan liabilitas diambil-alih entitas yang diakuisisi
merupakan goodwill negatif (diskon pembelian).

Goodwill Positif = Jumlah Imbalan Pengakuisisi > Aset + Liabilitas Entitas Diakuisi
Goodwill Negatif = Jumlah Imbalan Pengakuisisi < Aset + Liabilitas Entitas Diakuisi

Goodwill positif (goodwill) akan diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pengakuisisi
pada saat penyatuan aset dan liabilitas antara pengakuisisi dan yang diakuisisi. Untuk kombinasi
bisnis akuisisi aset dan liabilitas penyatuan terjadi pada saat akuisisi. Sedangkan kombinasi bisnis
akuisisi saham penyatuan aset dan liabilitas pengakuisisi dan yang diakuisisi terjadi pada saat
konsolidasi dilakukan. Goodwill negatif (diskon pembelian) akan diakui dan disajikan dalam
laporan keuangan pengakuisisi sebagai keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada
tanggal akuisisi.

3.2. Pendekatan Perhitungan Goodwill Berdasarkan PSAK No. 22 tahun 2014

Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih
nilai agregat dari jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan nonpengendali pada pihak yang
diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak
yang diakuisisi dengan jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-
alih pada tanggal akuisisi. Sebagai ilustrasi perhitungan goodwill pendekatan dua kolom
ditampilkan pada gambar 1 berikut:
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Elemen yang

dikeluarkan. |
Imbalan diberikan Goodwill
Kepemilikan yang Aset diidentifikasi
dimiliki dan liabilitas yang
- dialihkan (entitas
Kepentingan non yang diakuisisi)
pengendali

Gambar 1. Diagram Penentuan Goodwill Pendekatan Dua Kolom pada Kombinasi Bisnis.

Berdasarkan gambar diagram penentuan goodwill pendekatan dua kolom pada PSAK No. 22
tentang Kombinasi Bisnis dapat dirumuskan Imbalan diberikan (I) ditambah Kepemilikan
sebelumnya (KS) ditambah Kepentingan non pengendali (KNP) sama dengan Goodwill (G)
ditambah Aset bersih dialihkan (AB). Jika dituangkan dalam bentuk aljabar dapat ditunjukkan
sebagai berikut:

I +KS+ KNP =G+ AB
G=1+KS+KNP—-AB

3.3. Pajak Penghasilan

Kombinasi bisnis merupakan penyatuan aset dan liabilitas baik melalui akuisisi aset dan
liabilitas maupun melalui akuisisi saham (Martani et al., 2016). Penyatuan menimbulkan
pengalihan aset dan liabilitas dari pihak yang diakuisisi ke pihak pengakuisisi. Jika terdapat
keuntungan atas pengalihan aset dan liabilitas tersebut, maka termasuk dalam Objek Pajak PPh,
sebagaimana di sebutkan pada pasal 4 ayat 1 huruf d nomor 3 ““ keuntungan karena penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apa pun. “ dan akan dikenakan tarif pasal 17 (PMK, 2018; PP, 2016). Pajak
perusahaan cenderung mempengaruhi keputusan investasi karena ukuran, waktu, dan
ketidakpastian pembayaran pajak dan pengurangan mendistorsi profitabilitas dan penilaian proyek
yang diharapkan (Fich et al., 2017).

Keuntungan tidak terjadi apabila jumlah aset dan liabilitas yang diambil-alih besarnya sama
dengan nilai bukunya (nilai buku sama dengan nilai wajar), tidak ada selisih pengakuan atas aset
dan liabilitas yang dicatat oleh pengakuisisi. Keuntungan terjadi apabila jumlah astet dan liabilitas
yang diambil alih pengakuisisi dicatat lebih besar dari nilai bukunya. Keuntungan atau selisih lebih
nilai wajar diatas nilai buku yang diakui dan dicatat oleh pengakuisisi maka yang menjadi subjek
pajak pada kombinasi bisnis adalah pengakuisisi (PP, 2020).

Pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif pajak penghasilan dengan penghasilan
atau keuntungan yang diperoleh. Pada kombinasi bisnis keuntungan berupa penghasilan sebagai
dasar perhitungan pajak penghasilan adalah jumlah dari selisih lebih aset dan liabilitas yang
diambil-alih berdasarkan nilai wajarnya diatas nilai bukunya. Sehingga dasar pengenaan pajak
penghasilan pada kombinasi bisnis adalah selisih lebih aset dan liabilitas yang diambil-alih
berdasarkan nilai wajarnya diatas nilai bukunya (PP, 2016).
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3.4. Penentuan Goodwill dengan Memperhitungkan Pajak Penghasilan

Merujuk pada peraturan perundangan tentang pajak penghasilan pada kombinasi bisnis maka
selayaknya pada saat penyatuan aset dan liabilitas pada kombinasi bisnis mengakui adanya pajak
penghasilan. Atas pajak penghasilan yang harus diakui dan belum dibayar sesuai dengan peraturan
dan perundangan perpajakan disebut dengan pajak terutang (utang pajak). Pada kombinasi bisnis
akuisisi aset dan liabilitas, dikarenakan adanya penyatuan aset dan liabilitas yang terjadi pada saat
akuisisi, maka utang pajak timbul pada saat akuisisi. Sedangkan pada kombinasi bisnis akuisisi
saham, penyatuan aset dan liabilitas terjadi pada saat konsolidasi, sehingga utang pajak diakui oleh
pengakuisisi pada saat konsolidasi.

Pengakuan utang pajak oleh pengakuisisi dilakukan dengan mengkredit akun utang pajak dan
investai bersamaan dengan pencatatan debit aset bersih diakuisis dan goodwill yang timbul. Jika
akuisisi tidak seluruhnya (sebagian) juga diakui adanya kepentingan pihak lain selain pengakuisisi
yaitu kepentingan non pengendali. Berdasarkan pola pencatatan seperti itu maka karakteristik
pencatatan dari utang pajak sejalan dengan pencatatan investasi dan kepentingan non pengendali
di satu sisi yang berlawanan dengan pencatatan goodwill dan aset bersih disisi yang lain.
Berdasarkan pada pencatatan utang pajak tersebut perhitungan goodwill termasuk utang pajak
dapat dirumuskan Imbalan diberikan (I) ditambah Kepemilikan sebelumnya (KS) ditambah
Kepentingan non pengendali (KNP) ditambah Utang pajak (UP) sama dengan Goodwill (G)
ditambah Aset bersih dialihkan (AB). Jika dituangkan dalam bentuk aljabar dapat ditunjukkan
sebagai berikut:

I+ KS+ KNP +UP =G+ AB
G=1+KS+ KNP+ UP—AB

Perhitungan goodwill pendekatan dua kolom apabila memperhitungkan unsur pajak
penghasilan yang harus diakui oleh pihak pengakuisisi ditampilkan pada gambar 2 berikut:

Elemen yang

dikeluarkan |
Imbalan diberikan Goodwill
Kepemilikan yang Aset diidentifikasi

dimifikt dan liabilitas yang

Kepentingan non dialihka.n (eflt.it.as

pengendali yang diakuisisi)

Utang Pajak

Gambar 2. Penentuan Goodwill dengan Memperhitungkan Unsur Pajak Penghasilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Amir & Ghitti (2021) dan Kaplan (1989) yang menyatakan
bahwa struktur pajak pada kombinasi bisnis akan berdampak signifikan pada pengakuan deffered
tax asets and liabilities dalam posisi keuangan pengakuisisi. Besarnya pajak akan mempengaruhi
goodwill pada kombinasi bisnis, semakin tinggi pajak, semakin tinggi pula goodwill positif. Jika
nilai wajar dari aset bersih yang diakusisi melebihi jumlah nilai buku, maka perusahaan induk akan
mengakui utang pajak tangguhan (deferred tax liability) yang pada akhirnya akan meningkatkan
goodwill atas transaksi tersebut.

159


http://u.lipi.go.id/1494318870
https://doi.org/10.32487/jshp.v8i2.2011
http://u.lipi.go.id/1503384576
http://u.lipi.go.id/1503384576

JSHP VOL..8 NO.2, 2024, pp.153-162 p-1SSN: 2580 -5398
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v8i2.2011 e-1SSN: 2597-7342

Menurut teori entitas, entitas konsolidasi merupakan suatu entitas terpisah yang dimiliki oleh
induk dan entitas non pengendali. Pada saat kombinasi bisnis dan menurut teori entitas, perbedaan
nilai wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi saat akuisisi diakui penuh dan mencerminkan
hak induk dan kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali merupakan bagian dari
komponen ekuitas dan goodwill akan diakui penuh pada saat tanggal akuisisi. Perhitungan
goodwill dua kolom di atas sejalan dengan teori entitas yang mengakui adanya hak kepemilikan
dan kepentingan non pengendali.

4. Kesimpulan

Besarnya utang pajak yang diakui pengakuisisi pada saat penyatuan aset dan liabilitas
menyebabkan goodwill positif (goodwill) semakin besar. Penentuan goodwill dengan
memperhitungkan unsur pajak penghasilan dapat dirumuskan dalam bentuk aljabar G = | + KS +
KNP + UP — AB. Struktur pajak pada kombinasi bisnis akan berdampak signifikan pada pengakuan
deffered tax asets and liabilities dalam posisi keuangan pengakuisisi. Besarnya pajak akan
mempengaruhi goodwill pada kombinasi bisnis, semakin tinggi pajak, semakin tinggi pula goodwill
positif. Sedangkan selisih kurang jumlah imbalan yang diberikan oleh pengakuisisi dibawah
jumlah aset diidentifikasi dan liabilitas diambil-alih entitas yang diakuisisi merupakan goodwill
negatif (diskon pembelian). Jika terdapat keuntungan atas pengalihan aset dan liabilitas tersebut,
maka termasuk dalam Objek Pajak PPh.

Semakin besar utang pajak yang diakuisisi pada saat penyatuan aset dan liabilitas, maka
semakin besar goodwill yang diakui dan dicatat. Dari sisi teoritis, utang pajak yang dihasilkan dari
beban pajak perusahaan akan menambah aset yang diidentifikasi dan liabilitas yang dialihkan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah utang pajak yang harus direalisasikan oleh
pengakuisisi sebanding dengan aset bersih yang diambil-alih pengakuisisi. Hal ini menandakan
bahwa perusahaan yang akan melakukan akuisisi perlu mempertimbangkan hal-hal yang akan
dapat menambah aset bersih perusahaannya setelah akuisis. Salah satu hal yang bisa meningkatkan
adanya kenaikan aset bersih adalah adanya utang pajak.
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